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Abstract. Structural poverty in Indonesia remains a significant issue in economic development, particularly in 

relation to unequal access to education, limited employment opportunities, and uneven income distribution. This 

study employs a qualitative approach using a library research method, drawing on secondary data from academic 

journals, scholarly books, and official publications of the Central Statistics Agency. The findings indicate that 

poverty in Indonesia is multidimensional and influenced by structural factors within the social and economic 

system. Limited access to education contributes to low human capital quality and restricted social mobility. In 

addition, the dominance of the informal sector in the labor market results in unstable income and minimal social 

protection. Furthermore, unequal income distribution exacerbates economic disparities and reduces the 

effectiveness of economic growth in alleviating poverty. These findings highlight that structural poverty arises 

from the complex interaction between education, employment opportunities, and economic inequality. Therefore, 

comprehensive and integrated policies are required, including improving the quality of education, expanding 

productive employment opportunities, and strengthening redistributive policies to promote more inclusive and 

equitable development. 

 

Keywords: Economic Inequality; Education; Employment Opportunities; Income Distribution; Structural 
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Abstrak. Kemiskinan struktural di Indonesia masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi yang 

berkaitan dengan ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja, serta distribusi pendapatan yang 

belum merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan 

memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi resmi Badan 

Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional dan 

dipengaruhi oleh faktor struktural dalam sistem sosial dan ekonomi. Keterbatasan akses pendidikan berdampak 

pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya mobilitas sosial. Selain itu, dominasi sektor 

informal dalam pasar kerja menyebabkan pendapatan yang tidak stabil serta minimnya perlindungan sosial. Di 

sisi lain, ketimpangan distribusi pendapatan memperbesar kesenjangan ekonomi dan mengurangi efektivitas 

pertumbuhan ekonomi dalam menekan tingkat kemiskinan.Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan struktural 

merupakan hasil interaksi kompleks antara pendidikan, kesempatan kerja, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena 

itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan 

lapangan kerja yang produktif, serta penguatan kebijakan redistribusi pendapatan guna mewujudkan 

pembangunan yang lebih inklusif dan merata. 

 

Kata kunci: Distribusi Pendapatan; Kemiskinan Struktural; Ketimpangan Ekonomi; Lapangan Kerja; Pendidikan. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang penting dalam proses 

pembangunan di Indonesia. Beragam kebijakan dan program telah dilaksanakan pemerintah 

guna menekan angka kemiskinan, mulai dari bantuan sosial, program pemberdayaan 

masyarakat, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan (Assyafaah et al., 2025). 

Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar 

persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang 

lebih luas (Insani et al., 2025). 
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Data dari Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 jumlah 

masyarakat miskin di Indonesia masih berada pada kisaran 8,25 persen dari total penduduk. 

Angka tersebut menggambarkan bahwa jutaan masyarakat masih berada dalam kondisi 

ekonomi yang rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan 

memerlukan perhatian yang berkelanjutan, tidak hanya melalui program bantuan, tetapi juga 

melalui perbaikan struktur sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. 

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ketimpangan yang 

masih terjadi di berbagai sektor kehidupan. Perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan 

kerja, serta sumber daya ekonomi seringkali mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk 

meningkatkan taraf hidupnya (Ningrum et al., 2024). Sebagian kelompok masyarakat 

mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan 

pekerjaan yang layak, sementara kelompok lainnya menghadapi keterbatasan yang cukup 

besar. Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat terjadinya kemiskinan yang 

bersifat lebih mendasar (Primayani et al., 2025). 

Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi kemiskinan yang berkaitan dengan sistem 

sosial dan ekonomi yang belum menyediakan peluang yang setara bagi seluruh masyarakat 

(Pratiwi et al., 2022). Dalam situasi seperti ini, sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk 

memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang stabil, maupun peluang ekonomi 

lainnya. Kondisi tersebut membuat upaya peningkatan kesejahteraan menjadi lebih sulit, 

terutama bagi kelompok masyarakat yang sejak awal berada dalam posisi yang kurang 

menguntungkan (Hayat, 2025). 

Selain itu, ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga masih menjadi perhatian dalam 

pembangunan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat 

kesenjangan pendapatan di Indonesia masih tergolong dalam kategori sedang dengan rasio Gini 

sekitar 0,38 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan ekonomi 

belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian 

masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, sementara kelompok lainnya 

masih menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

Melihat kondisi tersebut, kemiskinan dapat dipahami sebagai fenomena yang memiliki 

dimensi sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan 

dengan kondisi individu, tetapi juga berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi 

kesempatan masyarakat untuk berkembang (Hasna et al., 2025). Oleh karena itu, pembahasan 

mengenai kemiskinan perlu melihat bagaimana kondisi pendidikan, kesempatan kerja, serta 

distribusi pendapatan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang kemiskinan struktural di 

Indonesia melalui pembahasan terhadap berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kajian ini diharapkan mapu memberikan 

pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika kemiskinan di Indonesia serta menjadi bahan 

refleksi bagi upaya pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Konsep Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi 

tantangan dalam proses pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Kemiskinan umumnya dipahami sebagai kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak, seperti 

kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan. Dengan demikian, 

kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, melainkan juga 

dipengaruhi dengan terbatasnya akses terhadap berbagai sumber daya yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam sudut pandang pembangunan ekonomi, kemiskinan kerap dimaknai sebagai 

fenomena yang bersifat multidimensi karena dipengaruhi oleh beragam faktor ekonomi dan 

sosial. Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja, serta ketimpangan 

distribusi pendapatan sering kali menjadi faktor yang memperkuat kondisi kemiskinan dalam 

masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan individu, tetapi juga oleh kondisi struktural yang mempengaruhi kesempatan 

masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. 

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan pengangguran 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dapat 

membatasi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga 

berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin (Nasirudin & Haviz, 2024). Selain itu, 

faktor jumlah penduduk serta terbatasnya kesempatan kerja juga dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya kemiskinan dalam masyarakat (Fadhilah, Muchtar, & Sihombing, 

2023). Studi lain juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai 

dengan distribusi kesempatan kerja yang merata dapat menyebabkan sebagian masyarakat tetap 

berada dalam kondisi miskin meskipun perekonomian mengalami peningkatan (Yuliana et al., 

2025). 
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Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang muncul akibat adanya 

ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat 

memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai sumber daya pembangunan. Kondisi ini 

menyebabkan kelompok masyarakat tertentu mengalami kesulitan untuk meningkatkan taraf 

hidupnya karena keterbatasan kesempatan yang tersedia dalam sistem ekonomi. 

Kemiskinan struktural biasanya berkaitan dengan kesenjangan dalam akses terhadap 

pendidikan, kesempatan kerja, serta sumber daya ekonomi lainnya. Ketimpangan tersebut 

menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rendah meskipun 

perekonomian secara umum mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, kemiskinan tidak 

semata-mata ditentukan oleh kondisi individu, melainkan juga oleh sistem sosial dan ekonomi 

yang membatasi akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. 

Sejumlah studi mengungkapkan bahwa pendidikan, pengangguran, serta jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Masyarakat dengan tingkat 

pendidikan yang rendah cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih terbatas sehingga 

berpotensi mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya (Zaqiah, 2023). Selain itu, 

peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi juga dapat membantu menurunkan 

tingkat kemiskinan karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (Satrya & Dewi, 2025). 

Akses Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, serta 

kemampuan yang dapat membantu individu memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Oleh 

karena itu, pendidikan sering dipandang sebagai salah satu sarana penting dalam upaya 

mengurangi kemiskinan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memperbesar peluang 

seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidup. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat 

membatasi kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga 

berpotensi meningkatkan risiko kemiskinan. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang cukup 

kuat dengan tingkat kemiskinan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (Pusfita & Musthofa, 2025). 

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat pengangguran juga dapat 
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meningkatkan kemungkinan terjadinya kemiskinan karena masyarakat memiliki keterbatasan 

akses terhadap pekerjaan yang layak (Rahmaningtyas & Adianita, 2023). Pendidikan juga 

berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat karena kelompok masyarakat 

yang mendapatkan akses pendidikan lebih baik cenderung memperoleh kesempatan ekonomi 

yang lebih besar (Hindun, Soejoto, & Hariyati, 2023). 

Lapangan Kerja 

Lapangan kerja menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kondisi ekonomi 

masyarakat. Lapangan kerja yang tersedia dalam jumlah memadai mampu memberikan sumber 

pendapatan bagi masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara 

layak. Namun, ketika kesempatan kerja terbatas, maka tingkat pengangguran dalam 

masyarakat dapat meningkat. Tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan masyarakat 

tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil sehingga berpotensi meningkatkan jumlah 

penduduk miskin. 

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran memiliki keterkaitan 

yang cukup erat dengan tingkat kemiskinan. Meningkatnya tingkat pengangguran dapat 

meningkatkan jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi miskin karena masyarakat tidak 

memiliki pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan tetap (Sari, Mubyarto, & Safitri, 

2024). Selain itu, keterbatasan lapangan kerja juga dapat menyebabkan banyak masyarakat 

bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang cenderung rendah dan tidak stabil (Fatimah 

et al., 2024). 

Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan Ekonomi 

Distribusi pendapatan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat 

ketimpangan ekonomi dalam suatu negara. Distribusi pendapatan menggambarkan bagaimana 

pendapatan yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dibagikan kepada masyarakat. Ketika 

distribusi pendapatan tidak merata, maka kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat 

dapat menjadi semakin besar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat 

memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sementara kelompok 

masyarakat lainnya mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indikator pembangunan manusia serta tingkat 

pengangguran memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia serta penyediaan peluang kerja dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan 

dalam masyarakat (Saragih, Silalahi, & Tambunan, 2022). Selain itu, ketimpangan pendapatan 

juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih luas, termasuk akses terhadap 

pendidikan dan kesempatan kerja. Ketika akses tersebut tidak merata, maka kesenjangan 
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ekonomi dalam masyarakat dapat semakin besar (Ashari & Gunawan, 2024). Dengan 

demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, seperti pendidikan, kesempatan 

kerja, pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor tersebut 

menjadi bagian penting dalam memahami kemiskinan struktural yang terjadi dalam suatu 

perekonomian. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sudah banyak dilakukan 

dengan menyoroti berbagai faktor yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Salah satu penelitian dilakukan oleh Agustin et al. (2023) yang meneliti pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di 

Indonesia. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan 

pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan 

tersebut dapat terjadi ketika sebagian masyarakat memiliki akses pendidikan serta kesempatan 

kerja yang lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soliha (2023) menyatakan bahwa pendidikan, 

pengangguran, kesehatan, ketimpangan pendapatan, serta tingkat upah memiliki hubungan 

dengan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja dapat meningkatkan 

kerentanan ekonomi masyarakat sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Ridwan (2024) menganalisis pengaruh 

tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan terhadap 

kriminalitas di Provinsi Bengkulu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadaan sosial 

ekonomi masyarakat yang dicirikan oleh rendahnya pendidikan dan tingginya angka 

pengangguran dapat memperbesar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Al Azies dan Herowati (2023) membahas berbagai faktor 

yang turut mempengaruhi ketidakmerataan pembagian pendapatan di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh perbedaan 

akses terhadap pendidikan, teknologi, serta kesempatan ekonomi yang tidak merata di 

masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Istiqomah et al. (2026) yang meneliti berbagai 

faktor yang mempengaruhi pengangguran pemuda di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan dunia 

kerja memicu tingginya pengangguran di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut 
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menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karim et al. (2026) menganalisis dampak tingkat 

pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja dapat meningkatkan tingkat 

pengangguran yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan dalam masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa pengangguran, 

Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya tingkat 

pengangguran mencerminkan terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja yang 

layak sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Arifah dan Cahyono (2024) menjelaskan bahwa rata-rata lama pendidikan, 

tingkat pengangguran terbuka, dan partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap jumlah 

penduduk miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan 

tingginya pengangguran menyebabkan masyarakat sulit memperoleh pekerjaan yang layak 

sehingga memperkuat ketimpangan kesempatan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al Barabasi dan Atmanti (2024) menganalisis 

kesenjangan pendapatan di Indonesia pada periode 2017–2023. Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh besar terhadap 

kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia. Penelitian lainnya dilakukan oleh Malik 

dan Furqon (2025) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan 

penduduk, dan IPM berdampak pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Tingginya angka 

pengangguran menunjukkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia sehingga memperbesar 

kemungkinan terjadinya kemiskinan di masyarakat. 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai kemiskinan 

di Indonesia telah banyak dilakukan dengan menyoroti berbagai faktor seperti pendidikan, 

pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Sebagian besar hasil studi mengungkapkan 

bahwa rendahnya pendidikan dan tingginya pengangguran berpengaruh besar terhadap 

meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan berbagai 

penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai kemiskinan di Indonesia telah banyak 

dilakukan dengan menyoroti berbagai faktor seperti pendidikan, pengangguran, dan 

ketimpangan pendapatan. Sebagian besar studi menyatakan bahwa rendahnya tingkat 
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pendidikan dan tingginya pengangguran berdampak signifikan terhadap meningkatnya 

kemiskinan serta ketimpangan distribusi pendapatan. 

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas faktor-faktor 

tersebut secara parsial atau terpisah. Beberapa penelitian hanya berfokus pada hubungan antara 

pendidikan dan kemiskinan, sementara penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada 

pengangguran atau ketimpangan pendapatan tanpa mengkaji keterkaitan secara menyeluruh 

antar ketiga faktor tersebut. Padahal, dalam konteks kemiskinan struktural, ketimpangan akses 

pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang tidak merata 

merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. 

Selain itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji 

kemiskinan dalam perspektif struktural, yaitu dengan melihat bagaimana sistem sosial dan 

ekonomi mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya 

ekonomi. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada hubungan statistik antar variabel 

tanpa menggali lebih dalam keterkaitan struktural yang menyebabkan ketimpangan tersebut 

terus terjadi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan 

(library research) yang bertujuan untuk mengkaji kemiskinan struktural di Indonesia melalui 

kajian terhadap ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan distribusi 

pendapatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konseptual dan 

interpretatif terhadap fenomena sosial ekonomi berdasarkan teori serta temuan empiris dari 

penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

bersumber dari berbagai referensi ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku 

akademik, serta publikasi resmi lembaga pemerintah, khususnya data statistik yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis melalui 

proses pengumpulan, pengelompokan, reduksi, dan interpretasi secara sistematis untuk 

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara faktor pendidikan, 

kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dalam membentuk kemiskinan struktural di 

Indonesia.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemiskinan struktural di Indonesia tidak dapat 

dilepaskan dari ketimpangan akses terhadap pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja yang 

berkualitas, serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Beberapa penelitian menegaskan 

bahwa rendahnya akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal dan kelompok sosial 

ekonomi bawah, berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia serta terbatasnya 

peluang mobilitas sosial (Novirsari, 2025). Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan 

antargenerasi karena individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung terjebak dalam 

pekerjaan berproduktivitas rendah. Selain itu, penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan, yang menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena 

multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural dalam sistem ekonomi dan sosial 

(Aryanti, 2024).  

Dari sisi struktur pasar kerja, dominasi sektor informal di Indonesia menjadi faktor 

penting yang memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Pekerjaan informal 

umumnya ditandai oleh pendapatan yang tidak stabil, rendahnya produktivitas, serta minimnya 

perlindungan sosial, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. 

Kondisi ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan 

peningkatan kualitas lapangan kerja, sehingga manfaat pembangunan tidak dirasakan secara 

merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, kemiskinan struktural juga 

dipengaruhi oleh terbatasnya transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif 

dan berdaya saing tinggi. 

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi faktor lain yang memperkuat keberlanjutan 

kemiskinan dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan 

yang tinggi dapat memperlambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat 

kemiskinan, karena sebagian besar manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok 

masyarakat tertentu (Astuty et al., 2025). Selain itu, ketimpangan wilayah dalam pembangunan 

ekonomi juga memperburuk kondisi kemiskinan, terutama di daerah yang memiliki 

keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan layanan publik (Yanti, 2024). Hal ini menunjukkan 

bahwa kemiskinan struktural tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi semata, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif dan berorientasi 

pada pemerataan. 

Secara keseluruhan, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa kemiskinan struktural di 

Indonesia merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara faktor pendidikan, 
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kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dalam sistem sosial ekonomi yang tidak seimbang. 

Dibandingkan dengan studi sebelumnya, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan 

kebijakan yang lebih integratif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, termasuk 

melalui peningkatan kualitas pendidikan, reformasi pasar kerja, serta penguatan kebijakan 

redistributif. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya memerlukan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kebijakan yang mampu menjamin pemerataan 

akses terhadap sumber daya produktif dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

 

Implikasi Kebijakan Pemerintah 

Akses Pendidikan Tidak Merata  

Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan pendidikan melalui program wajib 

belajar, bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar, serta pemerataan pembangunan 

fasilitas pendidikan di daerah tertinggal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan mobilitas sosial masyarakat miskin, yang terbukti berkontribusi 

dalam menekan kemiskinan struktural (Aryanti, 2024). 

Lapangan Kerja Terbatas  

Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah mendorong peningkatan keterampilan 

tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan Balai Latihan Kerja, serta dukungan terhadap 

pengembangan UMKM dan investasi sektor industri. Kebijakan ini dinilai mampu 

meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerentanan ekonomi kelompok berpendapatan 

rendah (Astuty et al., 2025). 

Distribusi Pendapatan Tidak Merata  

Pengurangan ketimpangan pendapatan dilakukan melalui program perlindungan sosial 

seperti PKH dan bantuan tunai, serta kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemerataan 

pembangunan. Kebijakan redistributif tersebut terbukti berperan dalam menekan dampak 

ketimpangan terhadap kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan (Yanti, 

2024). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kemiskinan struktural di Indonesia mencerminkan permasalahan yang bersifat kompleks 

dan tidak terlepas dari hubungan antara ketimpangan akses pendidikan, terbatasnya 

kesempatan kerja, serta distribusi pendapatan yang belum merata. Keterbatasan akses 
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pendidikan berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga mengurangi 

peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai. 

Di sisi lain, kondisi pasar kerja yang masih didominasi oleh sektor informal turut 

memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat, terutama karena tingkat pendapatan yang 

cenderung rendah dan tidak stabil serta minimnya jaminan perlindungan sosial. Selain itu, 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan mengindikasikan bahwa hasil pembangunan 

ekonomi belum sepenuhnya tersebar secara merata, yang pada akhirnya memperlebar 

kesenjangan sosial ekonomi di antara kelompok masyarakat. 

Kondisi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan 

keterbatasan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang belum 

mampu menyediakan akses dan peluang yang adil bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, 

penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, melalui 

peningkatan pemerataan pendidikan, pengembangan lapangan kerja yang produktif, serta 

penguatan kebijakan distribusi pendapatan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong 

terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka 

menekan kemiskinan struktural di Indonesia. 

Perlu langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi 

kemiskinan struktural di Indonesia melalui penguatan kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah 

perlu mendorong pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah dan daerah tertinggal, yang diiringi dengan penciptaan lapangan kerja 

yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sektor-

sektor ekonomi produktif. Selain itu, kebijakan yang berfokus pada pemerataan distribusi 

pendapatan perlu terus diperkuat guna menekan kesenjangan sosial ekonomi. 

 Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggunakan pendekatan yang 

lebih variatif, baik secara kuantitatif maupun kombinasi metode, serta memperluas ruang 

lingkup kajian dengan mempertimbangkan aspek wilayah, infrastruktur, dan perkembangan 

teknologi, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai 

kemiskinan struktural di Indonesia. 
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